
BUPATI MUSI RAWAS

DFJNGAN RAHMAI AUHAN YANG MAHA ESA

PERATUMN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 46 TAHUN 2OIA

TENTANG

PENERBI'TAN SURAT NETET'ANOAN PENELITIAN

BUPATI MUSI RAWAS,

: a. bahwa untuk tcrtibn a adminishasi dan

pengetrdalid pelaksen rElelitian dan

pengembangd di lingkungm Pederintal Kabupaten

Musi Rawas dipedund adanya 6urat kete@g@
penelitia te@asuk pengaturd hat Penetiiim ds
ksajibm unLuk menyampaika. lapor hasil

b bahwa berdaskd prdobMgan sebsgdimeno

dimatsud dalam huruf a, perlu menetapkm

Peraturm Bupati Musi Rawas tentmg Pe.erbitm

SuEt Keteransan Penelitim.

: 1. Undeg-Undarg Nohor 2a Tallu 1959 tentang

Pembentukm DaeFh Tingkat ll dm I(otapraja di

Su@t€ra selatd (r€mbdan Negda Republik

Indonesia 'Iaiun 1959 Nooor 73, Tmband
r.mbarm Negua Republik Indonesia Nomo. r821);

2. UndmA-Unddg Nomor 18 Tahun 2002 tentmg

Sistem Nasional Penelitid, Pengembogan dan

PeneBpan Ilmu PengebnM de Teknologi

{Irmb.lfu Nesda R€publik lndonesia Tahh 2002

Nomor a4,'Iambahan lrmbdm Neaea Republik

lndon€sia Nomor4219)i



3. Undmg-Uod@g Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintanm Daeran Gembara, Neg@ Republik

Indonesia Tanun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembarm Nege Republik lndoncsia Nomor 5587),

ebagaimana tehn diuban beb.rapa liali teEkhir
dengd Undeg Undmg Nomo. 9 Tahun 2015

tertang Psruband K€dua Atas Undang-Uodang

Nomor 23 Aahun 2Ol4 tentatrg Pemerintahd

DaeEh lt mbm NeSda Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 5a, Tmbat)an Lembard NeAm

Republik tndonesia Nomor s6791;

4 P€raturan Pemenntan Nomor 3a Tahun 2007

t€ntmg PembagiaD Urus@ Pemerintaid Antm
Pemerintah, Pemerintand Dae.sn Propinsj dan

Pemerintah Kabupaten/Kota {t€mbtu Negtra

Republik Indonesia Tah6 2007 Nomo. 82,

Tmbahd tf,mbard Nrg. R"pubLik lndone<ia

Peraru MFntFri Dalm NeAer Rcpublik Indoneqi,

Nomor 64 Tahun 2011te.tang Pedomm Penerbitan

Rekomddasi Penelitian @enta Nesda R€Publik

Indonesia Tahun 2011 Nomor a67) etEgai@na
telah diubah dengan Peratum Menteri Dalam

Negeri Republik Indon€sia Nomor 7 Tahun 2014

teatdg Peruba}ld Atas Peraturd Menteri Dalm
Negeri Republik Indonesia Nomor al Tahun 2011

ientang Pedoman hdonesia @enta Negm Republik

Indonesia Tanun 2014 Nomor 114)i

Percrurd MentFn DalM Npgcri F.publik lndonesia

Nomor 3 Talun 2018 tentdg Penerbitan Su.at

Keteransm Penelitian (Be.ita Nesam Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 12211

7. Pemturd Daerah Nomor 10 T6Iun 2016 tentmg

P.mbentukm dd Susunan Permgkat Daerah

rabupaten Mu6i Rawas (kmbafu Daerah

Kabupate! Musi Rawas Talun 2016 Nooor r0).



PERATUR-AN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG

PENF]RBTTAN SURAT I(ETERANCAN PENELITIAN

. BAB I

KETDNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalm PeratuEn Bupati ini dimaksud dengm:

1. Kabupat€n adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pereintah Kabupaten adalah Pemerintah (abuPaten Musi Rapas.

3. Bupati adalalt Bupati Musi Rawas.

4. P€nelitian adaran kegiatm yang dilalakd menurut kaidah dd
metode ilmiah se@.a sistedati6 utuk memperoleh infollmsi, data,

dar pembultim kebenaran atau ketidalbenald sutu asumsi data

dm/atau hipotesis dibiddg ilmu pengetanuo dd tellroloei serta

mendik kesimpulm ilmiarl baei kepertuan kemajuo ilmu

pengetahud dm teknologi,

5, Peneliti a.Ialan wdga nega.a lndonesia baik *bagai individu, lembaga

p€ndidikan/p€rsman tinegi, badan usaha, almratnr Pemennhltm,
or8misasi kehasyaEkat4, d lemtuga nirlaba lainnya y g

oelalokan perclitim.

6. Organiesi Kemasyarakatan adaran orSmiesi ydg dibentuk oleh

mgtoia masyaEkat warga neSe Republik Indonesia seda sukftla
atas das keemaan kegiatd, prctesi, fungsi, agaoa, dm

kepercayaan terhadap Tuhan Ymg Maha Ee, untuk berperd serta

daram pembaneunan dar@ ral1gka men@paj tujuan nasionar daram

,adah Nesara Kesatud Republik Indon.sia ymg ttrdasdks

7, Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi

lembaga pendidikm, lembaga pelatiha, ledbaga P.nelitid/
pengkajian, badm ekskutil mahasiswa, dm pondok peettren,

temasuk lemtEsa swadaya masy akat lainnya.
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a. PeEngkat Dae.al adalah permgkat daerah setak'r Penggua

e88dm/tw@g.

9. Suat Kete@rgm Penelitian adahn tuskan dinas ddi p€jabat

betrendg yang be.isi keterdgm, catatan, tentmg kelaya&d

pelatsa@ usurd penelitian.

10. Penelitid linqkup nasional adal.I penelitim yeg objek penelitid

dan/atau Fnelitinya meliputi dua atau lebih dei dua kabupaten/kota

dalam satu prcviasi.

11. Penelitim lingkup kabupaten adalah penelitim iang ouek dm/atau
penelitinya hanya @eliputi satu kabupaien.

BAB II

KETEI{TUAN PENERBI'IAN SURAT (ETERANGAN PENELT'IAN

Pasal2

(l) Setiap peneliti dapar melal<ukan penelitim di rilayai (abupata Musi

(2) Dalam nebkukm penelitian sbasaitfua dimatsud pada ayat (1),

peneiili harus meDdapat sunt keterangm penelitiaD.

Pasal3

(1) Penberid slmt Keterege Peaelitim *bagaimMa dimalsud dalm
Pasar 2 ayat (2) tialal dikenakan biaya.

(2) Pemberim suat KeteErs@ Penelitid sebagail1ma dimakad dalu
Pasal 2 ayat (1) tidat dapat dialihkan kepaala PihaL dd/atau oreg

BAB III

RUANG UNGKUP

Pasal 4

Rlmg lilekup SuEt Keteregs Penelitia! adakn penelitim di wilayah

Kabupat€n Musi Rawas-



BAB tV

TUJUAN

Pasar 5

Suat Ket@ngu Penelitim sbagaimma dimakud dalam Pasal 2 ayat

a. menjadi balE p.rtitubangd pemberim surat keteranean penelitian

oleh Fmerintatr daerah;

b. nenjadi a.um tEgr peDetiti darm memp€rcleh s'mt ketemge

c. tertib seda administfasi,

BAII V

PDLAKSANAAN

Bagim ksatu
Mekanise Pemohonan

Paer 6

ll) Uituk m€ndapatkan 6uat keterdgu pen€lirid *baedhsa
dimaksud daram Pasal 2 ayat (2) rEnelitl mengajukan sumt

permohold penerbitan suat keterdgm p€nelitim.

(2) surat Pemohonan sbasai@a dimar<sud pada ayat (11

ditandatanSdi oleh:

a- Luran/(epala Desa tempat domisili peneliti baei p€nelitim

ke@sydakatan tDhrk po€tiri individu yeg trdak bcEsar ddi
lembasapendidil@/persm tin8ai;

b. Pimpine yang oembiddgi Fnelitim dari lembaga

pendidik a/perglne tilggi y@8 beMgkutan, utuk peDeliti

yang beras€l ddi lembasa pddi.likm/perguruan tlnsgl;

.. Pimpinan yms dembidmgi penelitie dari bade usala yang

bersdgkutd, untuk penelilr badd usLD;

d. Piapim ydg membidogl p€nelitim dari orgmissi
kemsyaral<at , untuh P€neliti orgoisasi kemasydal<abn; dm

e- Pimpind ymg membiddgi penelitid dari o4oisasi nirlaba

lainnya, untuk peneliti orgsisasi nalaba lainnla.
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Pasdl7

(t) Surat Fmohonan p.ne.bitm SuEt l(etejegs Penelitian

sebagaioM diha}sud Pasar 6 ayat (1), di6ertai derym data :

a. Propossl peneliti@ yd8 bensi :

1- latar bela.kag;

2. maksud dm tujud;

3, ruang linSkuPi

4. jangka wal<hr penelitqn!

5. nma peneiiti;

6. 6ase/tdget peneliddi

7. metode p€nelitid;

8. lokasi p€nelitiani dm

q. ho\il yaigdiheEpkan ddi pcnelilian.

b. salinan/foto@py &rtu Tdda Penduduk/Kdtu Toda MalEsiswa

Fneliti/p€nmggusjavab/ketua/ koorditutor Penenri; daD

c. Surat pemyatad untuk ment@tldan tidak meldggd ketentum
peiatu.d Petudaig udangm.

(2) untuk penelitl badd usana, oqeisasi kemasydar<atm atau lembaga

nirlaba lainaya, surat pemohond *bagaimana dimar.sud .Iar@

Pasal 6 arat (1) diertaj berkas slim/foto.opy aktq not{is
p€ndirian bada usana/orsmisasi kemasya€katan/l€mbasa nirlaba

Pasl a

(1) Surat P€myatad Penerbite SuEt ltter@Am Pen€litie

*bagai]]ma dimaksud dalam Pasrl 7 ayat (1) huruf c di4ukan
kepada Bupati h€lalui Perangkat Dadan ymg membidsei uosan
keqtum bmssa dm politik Kabupaten.

(2) Peneliti melsajukd sEat pemohonan sebasai@a dimalsud Pada

Pasal 6 ayat (l) se1@bat-lmbatnya 14 {empat bela6) hari kerja

sebelum tangtal pelal<snaao Penelitim.



Bupati, m€lalui Perogk€t Daeratr ]ane membidalgr lrrusm I(esatum

Bmge dd Politik melalota venfikasi suat pemohono penerbitan

Suat Kete8ns@ Pen€litiu-

Pasl10

Hasil venfi<asi suEt pcrmohonm sebagaimma dimaksud dalm Pasl

a. Penerbitd Surat ktermad Pen€litian; atau

b. PenoLar<an penerbitan surat ketermaan p€nelitim.

(l)

t2)

Pasal 11

Penerbitd surat keteregan penelitim, dapat dibdikm kepada

p€neliti arEbila memenuhi per6yMtan sebaeai@a dimaLsud dold

Pemohonm peo€rbitm Surat Ketemgd Peneltio yang tidak

mem€nuhi peBy@taD ebagaimana diEaksud dstd Pa$l 6 dm
Pas€l 7 dapat ditolal oleh Permgkat Daerah ymg mmbidangi uruen
keetud bdasa dd politik.

Bagian Ketiga

P€nerbitan Suat Keteransm Penelitian

PES€I12

Bupatr merarui Perdgkat Daeral yane

Bangsa dan Politik menerbiild su.at

Pasal13

Pen€.bitan slet l{eter@gaD Penelitim *bagaifrda dimalsud dalgm

Pa$l 12 diberikan kepada peneliti slmbat-lambatnya 3 (tigal h i kerja

*telah surat pemohood penerbitan Surat Keterogm Penelitid

d .oma lenskapdcnsd seltflh persyaaknya.

nembid@d urusm Keetud
keteransm penelitiu linekup



Pasal 14

Bentuk tata naskah Surat Keterangm Penelitim *bagaimM r€tdtm
daiam Lampim Peraturm Bupati ini-

Pasal t5

(l) Suat KetetasEn Penelitid berlakr paline lama 6 (errm) burm &jal
teggal dit6bitku.

(2) Surat (eter@s@ Pe.elitid *bagaimda dimaksud p.da ayal (1)

$kurdg k@gnya memuat :

a, naoa penelitii

b- almat penelitir

c. judul peneutid;

d. tujud penelitian;

e. tempat/ lokasi/ daerah penelitiani

t tangga] dan/atau ra@ya pelaLsuaa penelitid;

s. biddg pdelitim;
h. status penelitrd;

i. nma penmggung jawab atau koordinator Fnelitimi
j. anggota peneliti;

k. nam dinas/badm/biro, instansi/lembasa mn Fdenntan, badd
usaha, oramiesi keaasydatats, atau lembaga nirlaba lainny&;

l. hal-hal yms hlfrs diteti oleh peneliti.

Pasal 16

{1) Dalam penelitim Lebih ddi 6 (enm) bulan, peneliti wajib rengajukan

perpmjmgo surat ketdug@ percUtim.

(2) Perpanjansan surat keterdSd p€nelitim sbasaim'e dimaksud

pada ayat {1) dilakseslm densan mensajukan surat perpanjaigd

dengm meny€rlakan lapora. hasil kegiatm Fnelitim ydg 6uddn

dilakukm *beiutmya.



BAB TV

I<EWAJIBAN PENELITI

Pasal lT

Peneliti wajib delal<sanal{d dm ment@ti ketentue dalam Su.at
Keteransa! Penelitian.

Pasal l8

Pen€liti wajib memb€rika laporm hasil penelitian kepada Perangkat

Daeral ,ag menerbitkd Surat Keterangan Penelitim, slambar
ldhbatnya 6 (enm) bulan *t€Ian penelitim dilaLsdaL@.

(r)

(L)

Pasal 21

Peneh oenyampaikan Sumt Kete6gan Pen€lirid d i Bupati kepada

cmat, utuk penetnm Intas kecdfutan.

Pasal 19

Peneliti meny:mpaikm Surat kter@go P€neliiim ddi Menteri
kepada Oubemur melalui Perdgkat Daeral lag membiddgi urusan
keetum bmge du politik unhrh p€nelitian lintas propinsi.

Gubernur melalui Permgkat Daeral ,ang membidMej urusan
kesatuan bangsa dan politik prcpinsi menerbitkan surat keter@gan
penelitim berdas kan su.at keterangan penelitim Mdten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bupati melalui Perangkat Daeah yanA membidmgi uruse kesatuan

bmAsa dm politik kabupateD menerbitkan surat keterm8d
peoelitian berdasarke sumt keteraigm penelitim Gubcmu.
sebagaimma dimaksud pada ayat (21.

Pasal20

Peneliti menympaikan Surat Ket€rang& Penelitjd da.i Gubemur
kepada Bupati lokasi p.nelitid delalui Pemngkat Daerah yang

membidaigi l]flsm k€satud bmgs dan iDlitik di (abupaten etuk
penelitian lintas Kabupaten.

Bupari melalui Perangkat Daerah yug membidegi lmsm kesat@n
bangs dan politik di kabupaten mene.bitkm Suat Kete.dgan
Pen€litim, berdasdkd slmt ketermgm pene.litian Gubemur
sebagaimma dimar{sud pada ayat (1).

t2)

(3)

(2)



paet 22

Setiap pen€liti mempunyai ha]{ :

a. mendapatkm inlomasi ymg alarat tentmg tata c@ penerbitan

Surat Keteiugo Penelitian;

b- mendapatks pelayaDs penerbitd suat keterdAd penelitian

sesuai atum yang berlaku; dm
c. mendapatkan perjelasn ddm hal keterlambatm dm penolald

peftrbitd sbat keterd@n p€nelitid.

BAB V
SANKSI

Pasal23

(1) Bupati dapat demberikm sariksi kepa.Ia penetiti.

(2) Smksi sebaeaima dimaksud pada ayat 11) dib€rikan apabila:

a. PenelitiM ]dg dibksmaktu tidak *suai derg@ suct
pemohonan beerta datq dm btrkas sebagai]]ma dimelcud

b. Perelitr tidak mentaati ketetrtuan yang tercantum dalM 6uat
ketemem penelitif, pmtud petudmg undmAm, nolm-
norma atau adat istiadat ymg berlakui

c. Penelitian yang dilakeaakan dapat aenimbulkan keresahd di
Imsyddkat, disintegasi bdElsa atau keutuhan Neg@ (estuan
Republik lndoDesia-

(3) saiksi *bagaiMa dimaksud pada ayat (1) berupa p€n abutan suat
keterdaan p€nelitian.

Pasal24

(l) Pencabutan saDksi atau pemberlakuan kembali surat keteEngd
penelitian dapat dilaluke darm hd:

a- relan dihkukan lddifikasi de/atau pmmtaue di derah lokai
penelitid dilaLsdal<an; dm

b, adanya swat peflyataan dari peneliti kepada pejabat ymc
menerbitkd su€t keterdad penelitim untln tidar< hgi
melanggd ketentua yd8 berlaku *baaaimtu ymg tebn
dipeEy atl< dalam Pael23 ayat (2).
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(2) Pen@butan sanksi atau pemberlakum kembali 6lmt keterangan

peneliti sebasaimana dimalsud pada ayat (1) dinyatakm de.g@
surat Bupati melrlui Perangkat Daeian yang membidmgi urusan
k€satm bangs dan politik bahwa sEat keteregm penelitian

digunalm sbasaimda meslinva.

BAB !'I
PET"{PORAN

P,s,l rS

Bupati melaporkan pelalsdam kegiatan p.nerbitan surat ketermgm

Penelitim kepa.Ia Gubemur melalui Perangkat DaeEh ydg membidangi

urusa kesatud bsrssa dan politik.

Pasal26

L€porm ebagai@a dimaksud dalm pasal 25 dismpaikan sectra

berkala setiap 6 {elr€m) bula ekali Dada al<hir buru Jui dm ,}bn

PaeL27

Peneliti m€laporkan dan m@y€.ahkafl hasil penetitim kepada pejabar

ydg b€Menang mene.bitke suat k€terds@ penelitian-

BAB VII

PEMAN'TAUAN DAN EVAI,I]ASI

pasal 2{3

Bupan meislui Perar4kai Dae.ah yane

banasa dd politik delal<ukan

p.laksand k€giatan penerbitan s6at

Pasal2S

Pemantauan dd evaluasi sebagaimana

dilal<ukan pali.s sedikit 2 (dud kari darm 1

membidalei urusm keetud
p€mmtalm dm evaluasi

ket€rdgm pcnclitian linskup

ditual<sud daiam Pasal

II



BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 30

Biaya pelaksmm kegiat@ pmerbitm suat keterangm penetnm dapat

a- Anggdd Pendapatan Belanja Negtuaj

b. Aiggdu Pendapatan Beleja Daerah; dm
.. Pendapaten ydg san dd tidal mengikat sesuai d€ngd peratw

pellId@s-urdmqe.

BAII IX

KE"TENTUAN PENUTUP

Pasal3l

Peratu.m Bupati ini mulai berlaku pada taoggal diundangkan.

Agd $tiap ormg me4g€tahuinya, memerintahkd pered@go
Peratm Bupati iri dengm penehpatan Peraturm Bupari ini dengm

rrnempatmya dalah Berita Da@h Kabupater Musi Rawas,

2 JuLr

Diudmgkm di LubuklingAau
pada tanggal I JULI 2otg

SEXRETARIS DAERAH
I(AB

H, ISBANDI

N MUSI RAWAS

ATEN MUSI RAWAS TAHUN

t2



LAMPIRAN PERATURAN BUPAN MUSI RAWAS

NoMoR :4, lAHr,'l{ 2ors
TENIANG : PEDOMAN PENERBIIAN

SURAT KEIERA]IGAI{

PENELITL{N

SIJRAA KETERANOAN PENEUTIAN

Bupati Musi Rawas membe.ikd surat ketermaan pe.elitio kepada :

Demikid surat keter@gan pelelitie ini dibuat untuk dip€rgunakm

Tempaq tangEal, buie, dan taiun

6N BIJPATI MI'SI RAWAS
KEPALA BADAN KESBANGPOL
XABUPATEN MUSI RAWAS

Nam....-....................-....-
Pd8kat....-.... ....... .. ... -. -....
NIP.

H. |1


